
 

 

 

 

BUPATI DEIYAI 

PROVINSI PAPUA TENGAH 

PERATURAN BUPATI 

NOMOR  17  TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2022 

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI DEIYAI, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran D. Butir 1 

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang 
menegaskan bahwa pada kondisi mendesak atau perubahan 
prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, 
pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD 
dapat dilakukan sesudah perubahan APBD melalui ketetapan 
Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD; 

  b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.  

bahwa penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, 
belanja daerah dan pembiayaan daerah dilakukan sesuai 
ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 
tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi 
Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan 
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang 
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan 
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

bahwa dalam rangka alokasi anggaran pendapatan daerah, 

belanja daerah untuk penanganan wabah penyakit di Distrik 
Kapiraya dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan 
perekonomian daerah, maka Pemerintah Kabupaten Deiyai 
melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Deiyai Nomor 16 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022; 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

S A L I N A N 



 
 
 
Mengingat 

 
 
 
: 

 
 
 
1. 

 
 
 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 
Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten 
Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 
1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2907); 
 

  2. Undang-undang  Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang 
Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 
Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4807); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

 
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4693); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang 
Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas 
Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai 
Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 
 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 
 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 
 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 
 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 
 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565); 
 

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang 
Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 
 

  23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 
 

  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 
 

  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor  1114); 
 

  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor  1447); 
 

  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022; 
 

  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
 

  29 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan; 
 

  30. Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Deiyai 
Tahun 2022 Nomor 2); 
 

  31. Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 3 Tahun 2022 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Deiyai 
Tahun 2022 Nomor 3); 
 

 
 
 



 
 
 

  32. Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Deiyai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Deiyai Tahun 2022 Nomor 1); 
 

  33. Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 3 Tahun 2022 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022 

  34. Peraturan Bupati Deiyai Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten 
Deiyai Tahun 2022 Nomor 9); 
 

  35. Peraturan Bupati Deiyai Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 
Kabupaten Deiyai Tahun 2022 Nomor 1); 

  36. Peraturan Bupati Deiyai Nomor 16 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Deiyai 
Tahun 2022 Nomor 16). 
 
 

MEMUTUSKAN: 
    
Menetapkan : PERATURAN BUPATI DEIYAI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

    
Ketentuan Pasal 1 diubah dan disisipkan satu pasal sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

 

 

 

Pasal 1 

 

(1) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan alokasi anggaran 

yang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia anggarannya dalam APBD 

akibat : 

a. Pemenuhan kebutuhan untuk keadaan darurat dan termasuk keperluan 

mendesak sesuai ketentuan peraturan perundngan-undangan; 

b. Pemenuhan kebutuhan anggaran dalam rangka penangganan wabah penyakit 

di Distrik Kapiraya dan dampaknya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

c. penyesuaian dana transfer yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun 

berkenaan sesuai ketentuan butir I.E.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 

Anggaran 2021;  

 

 

 

 



 

d. pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang 

sudah jelas peruntukannya yang belum cukup tersedia dan/atau belum 

dianggarkan sesuai ketentuan butir I.E.35 Lampiran Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 

Tahun Anggaran 2021; dan  

e. kewajiban lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.  

 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang meliputi: 

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar 

biasa;  

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau  

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan 

publik. 

 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang meliputi: 

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;  

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;  

1) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang 

dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh 

pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap 

bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: 

a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, 

tunjangan; dan  

b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, 

listrik dan internet  

2) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya 

kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat 

antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada 

pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman 

yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan.  

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak 

dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-

undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

 

Pasal 1.A 

 

Pendanaan untuk menjamin ketersediaan alokasi anggaran yang belum tersedia 

dan/atau belum cukup tersedia anggarannya dalam APBD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (1) dapat menggunakan: 

a. belanja tidak terduga; 

b. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan 

lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau 

c. memanfaatkan anggaran kas yang tersedia. 

 

 

 

 

 



 

Pasal 2 

 

Alokasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 

semula sebesar Rp.961.074.311.550,00 sama dengan alokasi Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan sebesar 

Rp.961.074.311.550,00, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah      

 a. Semula Rp 961.074.311.550,00   

 b. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00   

 Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 961.074.311.550,00 

       

2. Belanja Daerah      

 a. Semula Rp 967.638.928.100,00   

 b. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00   

 Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 967.638.928.100,00 

       

3. Surplus/(Defisit)    Rp (6.564.616.550,00) 

       

4. Pembiayaan Daerah      

 a. Penerimaan Pembiayaan     

  1) Semula Rp 70.814.616.550,00   

  2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00   

  Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 70.814.616.550,00 

       

 b. Pengeluaran Pembiayaan     

  1) Semula Rp 64.250.000.000,00   

  2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00   

  Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 64.250.000.000,00 

     

  Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 6.564.616.550,00 

     

 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00 

       

Pasal 3 

 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi  

Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,      Pendapatan, 

Belanja, dan Pembiayaan; 

 

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, 

Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

 

3. Lampiran III Dafatar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah; 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Lampiran IV Dafatar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan 

Sosial; 

 

5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusu Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 

Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

 

6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 

Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

 

7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan 

Pemeritahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan; 

 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah 

Perbatasan Dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program 

Prioritas Perbatasan Negara 

 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 5 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini 

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.  

 

Ditetapkan di Waghete 

pada tanggal 28 November 2022 

BUPATI  DEIYAI, 

         ttd 

ATENG EDOWAI 

Diundangkan di Waghete 
pada tanggal 29 November 2022 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEIYAI, 
               ttd 

JOHN PALINGGI PATANDIANAN, SE 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2022 NOMOR  
 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya; 
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 RUDOLF ISAK FURIMBE, SH  
 NIP.19791126 200801 1 012 
 
Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth; 
1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura; 
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura; 
3. Ketua DPRD Kabuaten Deiyai di Waghete; 
4. INSPEKTUR Kabupaten Deiyai di Waghete; 
6. Kepala BPKAD Kabupaten Deiyai di Waghete. 
 


